
l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Pcmbentukan Dacrab-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf-- b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pcdoman 
Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa yang 
bersumber dari Anggaran Pcndapatan dan Belanja 
Desa; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal I ayat (1) Peraturan 
Kepala Lembaga Kcbijakan Pcngadaan Barang/ 
Jasa Pcmerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di 
Desa, tata cara pcngadaan barang/ jasa di Desa 
yang pcmbiayaannya bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Bclanja Desa diatur oleh Bupati; 

a. bahwa agar dalarn pelaksanaan pengadaan 
barang/ jasa yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa dapat berjalan 
sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik 
dan hasil pengadaan barang/jasa dapat 
bermanfaat bagi pemerintahan desa dan 
mcmenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlu 
disusun pedoman tata cara pengadaan barang/ 
jasa di desa; 

Menimbang 

BUPATI PURWOREJO, 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEDOMAN TATA PA~ PENGADAAfi~ARANG/ JASA DI DESA 
YMG BERSUMBER DARI 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

PEMTURAN BUPATI PURWOREJO 
NqMOR 27 TAHUN 2014 

TENTANG 

BUPATI PURWOREJO 
-PRoviifsi JAWA 0TEKGAH-:· 

•I 

SALIN AN 

 



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 
2. Pemcrintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebaga.i 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Purworejo. 
4. Carnal adalah Camat di Kabupaten Purworejo. 
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang 

selanjutnya dapat disingkat DP2KAD, adalah Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo. 

6. Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan adalah Bagian 
Pemerintahan Desa dan Kelurahan Setda Kabupaten Purworejo. 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BAB! 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA 

PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA YANG 
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA. 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telab 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5844); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 5495); 

5. Peraruran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539); 

6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Nomor 13 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di 
Desa; 



·---- ... 
7. Dcsa adalah adalah kesaruan masyara.kat hukum yang memih1ci 

betas wilayah yang berwenang untuk mengarur dan meogurus 
urusan pcmcrintahan, kcpcntingan masyara.kat setempat 
bcrdasa.rkan prakarsa masyarakat, hak asal usu! dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihonnati dalam sistem Pcmerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupatcn 
Purworejo. 

8. Pcmcrintah Desa adalah Kcpala Desa atau yang disebut nama lain 
dibantu Pcrangkat Desa sebegal unsur penyelenggara Pcmerintahan 
Dcsa. 

9. Pemerintahan Dcsa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

IO. Anggarao Pendapatan dan Bclanja Oacrah, selanjutnya disinglcat 
APBO, adalah reneana keuangan tahunan Pcmerintah Oaerah yang 
dibahas dan diset\tjui bersarna oleh Pcmerintah Daerah dan Dewan 
Pcrwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapknn dcngan Pcraturan 
Dacrah. 

11. Anggarao Pcndapatan dan Bclanja Oesa, yang selanjutnya disingkat 
APBDesa, adeJah rencana keuangan tahunan Pcmcrintahan Desa, 

12. Pengadaan Barang/Jasa di Dcsa, yang selanjutnya disebut dcogan 
Pcngadaan Barang/Jasa, adalah kegiatan untuk memperolch 
barang/jasa oleh Pemerintah Desa, balk dilakukan dengan cara 
swakelola maupun melalui penyedia baraog/jasa. 

13. Swakclola adalah kcgiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana 
pckerjaaanya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi seodiri 
oleh tim pcngelola kegiatao. 

14. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau pcrorang,tn yang 
menyediakan barang/jasa. 

15. Barang adeJah setiap benda baik berwujud maupun tidak 
bcrwujud, bcrgerak maupun tidak bergerak, yang dapat 
dipcrdagang)can, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkao oleh 
Pcngguna Barang. 

16. Pckerjaan Konstruksi adalah scluruh pekerjaan yang berhubungan 
dengan pclaksanaan konstruksl bangunan atau pcmbuatan wujud 
fisik lainnya. 

17.Jasa adalah kegiatan yang membutuhkan keahlian/ kcmaropuan 
tertentu yang mcngutamakan adanya oleh pikir (brainwarej dan/ 
atau keterarnpilan (skillwarej dalarn suatu sistern tata kelola yang 
telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelcsaikan suatu 
pckerjaan atau segeJa pekcrjaan dan/atau penyediaan jasa, seisin 
pcngadaan Barang dan pclaksanaan Pekerjaan Konstruksi. 

18. Tim Pcngelola Kegiatan, yang sclanjutnya disingkat TPK, adeJah Tim 
yang ditetapkan oleh Kepala Dess, terdiri dari unsur Pcmerintah 
Dcsa dan unsur lcmbaga kemasyarakatan desa untuk 
melaksanakan Pcngadaan Barang/Jasa. 



(1) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sesuai dengan tata kelola yang 
baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa. 

PRINSlP DAN ETIKA PENGADMN BARANO/ JASA 

Pasal 6 

BAB Ill 

Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tidak termasuk dalam 
ruang lingkup Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Pasal 5 

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. prinsip dan etika Pengadaan Barang/ Jasa; 
b. mekanisme dan tata cara Pengadaan Barang/ Jasa; 
c. pembayaran, pelaporan dan serah terima hasil pekerjaan; 
d. pengendalian dan evaluasi; 
e. pembinaan dan pcngawasan. 

PasaJ 4 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: 
a. untuk mewujudkan kepastian hukum dalam melaksanakan 

Pengadaan Barang/ Jasa yang pembiayaannya bcrsumber dari 
APBDesa; 

b. untuk mewujudkan tertib administrasi dalam Pengadaan 
Barang/Jasa yang pcmbiayaannya bersumbcr dari APBDcsa. 

Pasal 3 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan 
dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam 
melaksanakan Pcngadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya 
bersurnber dari APBDesa. 

Pasal 2 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANClLINGKUP 

BAB 11 



(2) Pengadaan Barang/ Jasa sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) 
yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian 
maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ 
Jasa yang dianggap mampu. 

(I) Pengadaan Barang/ Jasa pada prinsipnya dilaku.kan secara 
swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/ bahan 
dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan 
melibalkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas 
kescmpatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat. 

Pasal 7 

(8) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berarti bahwa 
Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan aturan dan 
ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga 
dapat dipertanggungjawabkan. 

(6) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
berarti bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai 
wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola 
pembangunan Desanya. 

(7) Gotong-royong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berarti 
penyediaan tanaga kerja secara curna-cuma oleh masyarakat dalam 
pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa. 

(5) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) berarti bahwa 
semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa 
bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan 
Penyedia Barang/Jasa yang benninat. 

(4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berarti bahwa 
Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan 
sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang 
sebesar-besamya. 

(3) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berarti bahwa 
Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan 
dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan 
sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana 
yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan 
kualitas yang maksimum. 

(2) Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), terdiri atas prinsip efisien, efektif, transparan, 
pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan akuntabel. 



(5) Biaya operasional TPK dalam pelaksanaan Pengadaan Brang/ Jasa, 
dibebankan pada APBOesa dengan mempertimbangkan 
kemampuan keuangan Oesa. 

(3) Susunan keanggotaan TP.K, terdiri dari: 
a. Kepala Desa, sebagai penanggung jawab; 
b. Perangkat Desa yang ditunjuk, sebagai Ketua; 
c. Perangkat Desa yang ditunjuk, sebagai Bendahara; 
d. Perangkat Desa dan/ atau unsur lembaga kemasyarakatan desa 

sebagai anggota/pelaksana teknis. 

(4) TPK mempunyai tugas, kewenangan dan kewajiban sebagi berikut: 
a. menyusun Rencana Anggaran Biaya berdasarkan spesifikasi 

teknis barang/jasa dan data harga pasar setempat atau harga 
pasar terdek:at dari Oesa tersebut; 

b. mengkoordinasikan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa mulai 
dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, 
monitoring dan evaluasi; 

c. mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa baik fisik, administrasi maupun 
keuangan kepada Pemerintah Oesa dengan tembusan 
disarnpaikan kepada Bupati melalui Camat seternpat. 

(2) TPK mempunyai tugas dan kewenangan sebagai pelaksana 
Pengadaan Barang/ Jasa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi. 

(1) Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola maupun melalui 
Penyedia barang/ Jasa dilakukan oleh TPK. 

Pasa1 9 

Bagian Kesatu 
Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa 

MEKANISME DAN TATA CARA PENOADAAN BARANO/ JASA 

BABfV 

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
harus mematuhi etika Pengadaan Barang/ Jasa, meliputi: bertanggung 
jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta 
patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 8 



(l) Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa 
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam 
rangka mendukung pelaksanaan swakelola maupun memenuhi 
kebutuhan baraog/jasa secara langsung di Desa. 

Pasal 12 

Bagian Ketiga 
Pcngadaan Barang/Jasa rnelalul Penyedia Barang/Jasa 

(2) Pengadaan Barang/Jasa mclalui Swakelola dilaksanakan dengan 
kctcntuan scbagai bcrikut: 
a. pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan rencana 

pelaksaoaan Pcngadaan Barang/Jasa melalui swakelola; 
b. kebutuhan barang/jasa termasuk di dalamnya bahan/material 

untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat 
discdiakan deogan cars swadaya, dilakukan oleh Penyedia 
Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK; 

c. khusus untuk pekerjaan konstruksi sederhana: 
I. ditunjuk l (satu) orang penanggung jawab teknis 

pclaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap 
mampu atau mengctahui teknis kcgiatan/pekerjaan; 

2. dapat dibantu olch personal yang ditunjuk dari Satuan Kerja 
Perangkat Daerah teknis terkait; dan/atau 

3. dapat dibantu olch pckerja (tenaga tukang dan/atau 
mandor). 

(1) Rcncana pclaksanaan Pcngadaan Barang/Jasa melalui Swakclola, 
mcliputi: 
a. jadwal pclaksanaan pckcrjaan; 
b. rcncana pcnggunaan tcnaga kerja, kebutuhan bahan, dan 

peralatan; 
c. gambar rcncana kerja (untuk pekerjaan konstruksi); 
d. spesifikasi teknis (apabila dipcrlukan); dan 
e. perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya). 

Pasal 11 

(I) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola oleh TPK 
meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, 
penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil perkcrjaan. 

(2) Khusus untuk pekcrjaan konstruksi tidak scdcrhana, yaitu 
pckcrjaan konstruksi yang mernbutuhkan tcnaga ahli dan/atau 
peralat.an berat, tidak dapat dilaksanakan melalui Swakclola. 

Pasal 10 

Bagian Kedua 
Pcngadaan Barang/Jasa melalui. Swakelola 

-· .. ---·~ 



(I) Pengadaan Barang/Jasa melalui Penycdia Barang/Jasa dengan 
nilai sarnpai dengan Rp.50.000.000,· (Lima puluh juta Rupiah), 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. TPK mcmbcli barang/jasa kepada l (satu) Penycdia 

Barang/Jasa, diutamakan yang memiliki tempal/ lokasi usaha 
di Desa tersebut; 

b. pcmbelian sebagaimana dimaksud pada hurur a dilakukan 
tanpa pennintaan penawaran tertulis dari TPK don tanpa 
penawaran tertulis dari Penycdia Barang/Jasa; 

Pasal 15 

Mekanisme dan tata cara pclakeanaan Pengadaan Baning/ Jasa 
melalui Penyedia Barang/ Jasa adalah scbagai berikut: 
a. TPK menyusun Rcncana Anggaran Bio.ya berdasarkan data harga 

pasar setempat atau harga pasar terdekat dari Desa tersebut; 
b. dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya dapat 

memperhitunglam ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas 
Barang/ Jasa yang akan cliada.kan; 

c. TPK menyusun spesifi.kasi t.c.knis Barang/Jasa apabila diperlu.kan, 
seperti: 
I. kapasitas mesin (cc) dan transmisi (automatic atau manual 

untuk keodaraan bcnnotor; 
2. kapasitas memori dan kecepatan prosesor (RAM) untuk 

komputer; 
3. kcccpatan transfer data (bandwitdth) uotuk langganan internet; 
4. dimensi, jenis dan kualitas material untuk pernbangunan 

gedung. 
d. TPK menyusun giunbar rcncana kerja, khusus untuk pckerjaan 

konstrulcsi. 

(1) Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan 
Penpdaan Barang/Jasa harus memcnuhl persyaratan mcmili.ki 
tempat/lokui usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan 
scjenisnya. 

(2) Di samping memcnuhi persyaratan memiliki tempat/ lokasi usaha, 
Penyedia Barang/Jasa scbagaimana dimaksud pada ayat (I), untuk 
Pcrkcrjaan Konstruksi, harue mampu mcoyediakan tenaga ahli 
dan/atau pcralatan yang diperlukan dalarn pelaksanaan pckerjaan. 

Pasal 14 

Pasal 13 

(2) Kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka mendukung pclaksanaan 
Swakelola sebagaimana di maksud pada ayat (1) seperti pembelian 
material, sews peralatao dan tenaga kcrja. .. 

(3) Kebutuhan Barang/Jasa seeara langsung di Desa sebagalmana di 
maksud pada ayat (I) seperti alat tulis kantor, perleogkapan kantor, 
alat transportasi, serta alat komunikasi dan informasi. 



(3) Pcngadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia Barang/ Jasa dengan 
nilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dilaksanakan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. TPK mengundang dan meminta minimal 2 (dua) penawaran 

secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda, 
dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau 
ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesililcasi 
teknis barang/jasa; 

b. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang 
berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang 
lingkup pckerjaan, volume, dan satuan) dan harga; 

c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap 
kcdua Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan pcnawaran; 

d. apabila spesifikasi teknis bararlg/jasa yang ditawarkan: 
l. dipenuhi oleh kedua Pcnyedia Barang/Jass, maka 

dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara 
bersamaan; 

2. dipcnuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK 
tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) 
kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi 
tcknis tersebut; 

3. tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK 
membatalkan proses pengadaan. 

(2) Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa dengan 
nila.i di alas Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) sampai 
dengan Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah), dilaksanakan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. TPK membeli barang/jasa kepada I (satu) Penycdia 

Ba.rang/Jass, diutamakan yang mcmiliki tempat/ lokasi usaha 
di Dess tersebut; 

b. pcmbelian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan TPK 
dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia 
Barang/Jass dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian 
barang/jass atau ruang lingkup pckerjaan, volume, dan 
satuan); 

c. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tcrtulis yang 
berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang 
lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga; 

d. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia 
Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; 

e. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa 
nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama 
TPK. 

c. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia 
Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; 

d. penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa 
nota, faktur pernbelian, atau kuitansi untuk dan atas nama 
TPK. 



(4) Perubahan ruang Lingkup untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan 
nilai diatas Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah), dilakukan 
dengan cara mcmbual adendum surat pcrjanjian yang memuat 
pcrubahan ruang lingkup dan total nilai pckerjaan yang disepakati. 

(3) Berdasarkan penawaran tertulis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), TPK melakukan negosiasi dcngan Penyedia Barang/Jasa 
untuk memperoleh harga yang lebih murah dengan mengacu pada 
survey harga pasar seternpat. 

(2) Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c dan huruf d, dilakukan oleh Penyedia Bara.ng/Jasa 
dengan cara menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK. 

(1) DaJam ha! diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis 
kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan perubahan ruang 
lingkup pekerjaan, yang meliputi: 
a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan; 
b. mengurangi jenis pekerjaan; 
c. mengubah spesifikasi teknis; dan/ atau 
d. melaksanakan pekerjaan tambah. 

Pasal 16 

Bagian Keempat 
Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan 

e. apabila proses pengadaan dibatalkan sebagaimana dimaksud 
pada huruf d angka 3, maka TPK melaksanakan kembali proses 
pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

f. negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf d 
angka I dan huruf d angka 2 diJakukan untuk memperoleh 
harga yang lebih murah; 

g. hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua 
TPK dan Penyedia Bara.ng/ Jasa yang berisi paling sedikit: 
1. tanggaJ dan tempat dibuatnya surat perjanjian; 
2. identitas para pihak; 
3. ruang lingkup pekerjaan; 
4. nilai pekerjaan; 
5. hak dan kewajiban para pihak; 
6. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; 
7. ketentuan keadaan memaksa (kahar); dan 
8. sanksi. 



--- .. .., 

(2) Evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 
berjenjang mulai dari tingkat kecamatan dan t:ingkat kabupaten. 

(1) Evaluasi tcrhadap pelaksananaan Pengadaan barang/ Jasa 
dilakukan scbagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, 
tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi. 

Pasal 19 

(3) Kccamatan wajib mclakukan fasilitasi pcngcndalian Pengadaan 
barang/ Jasa. 

(2) Pengendalian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
dengan mclakukan pemantauan secara berkala, baik pada saat 
pcrsiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan. 

(1) Pengendalian pclaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa dilakukan oleh 
Satuan Kerja Perangkat Dacrah/ unit kerja yang mempunyai tugas 
pokok dan fungsi di bidang administrasi pembangunan melalui 
pendekatan administrasi kegiatan dan administrasi fisik. 

Pasal 18 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

BAB VI 

(2) Kemajuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaporkan olch 
TPK kcpada Kcpala Desa. 

(3) Set.elah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa selesai 100% (seratus 
pcrscn) atau sasaran akhir pekerjaan telah t.ercapai, TPK 
menyerahkan basil Pcngadaan Barang/ Jasa kcpada Kcpala Desa 
dengan Belita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. 

(1) Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara 
Swakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilakukan 
dengan ket.entuan sebagai berikut: 
a. sctiap pengcluaran belanja atas bcban APBDcsa harus 

didukung dcngan bukt:i yang lengkap dan sah; dan 
b. bukt:i scbagaimana dimaksud pada huruf a, harus mendapat 

pengcsahan olch Sckrctaris Desa untuk keabsahan penggunaan 
bukt:i yang dimaksud. 

Pasal 17 

BABV 

PEMBAYARAN, PELAPORAN DAN SERAH TERJ.MA HASIL PEKERJMN 
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(3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah 
scbagaimana dimaksud pada ayat (l), ditujukan terhadap seluruh 
proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 

(4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat 
scbagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi 
terjadinya penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa, maka penyelesaiannya dilaksana.kan 
secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan 
tingkat Kabupaten. 

(2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang 
dirujukan terhadap kebijakan pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa. 

(I) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berupa 
pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional 
oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah. 

Pasal 22 

Bagian Kedua 
Pengawasan 

(2) Pclaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 
dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati. 

(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
dilaksanakan Bupati. 

Pasal 21 

Bagian Kesatu 
Pembinaan 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

BABVTI 

Biaya operasional pengendalian dan evaluasi 'sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dibebankan pada APBD yang dialokasikan 
pada Kecamatan dan SKPD pelaksana pengendalian Pengadaan 
Barang/ Jasa. 

Pasal 20 



(3) Togas dan fungsi Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) meliputi: 
a. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia; dan 
b. melakukan pendampingan Pengadaan Barang/ Jasa. 

(1) Dalam masa transrsi pemberlalcuan Peraturan Bupati ini, dapat 
dibentuk Tim Asistensi Desa yang ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

(2) Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari: 
a. Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Purworejo; 
b. Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan 
c. unsur lain terkait di lingkungan Pemerintah Daerah. 

Pasal 25 

(1) Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan sebelum 
berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap sah. 

(2) Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan pada saat mulai 
berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilanjutkan dengan 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan, atau praktik 
yang berlaku di Desa. 

Pasa124 

KETENTUAN PERAUHAN 

BABIX 

Setiap pelanggaran/penyalahgunaan dalam pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang 
undangan yang berlaku. 

SANKS! 

Pasal 23 

BAB Vlll 

(5) Apabila berclasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat 
Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau 
penyalahgunaan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, maka 
penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

r 



SERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2014 NOMOR 27 SERIE NOMOR 21 

TRI HANDOYO 

SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

Ttd 

Diundangkan di Purworejo 
pada tanggal 23 Juli 2014 

MAHSUN ZAIN 

Ttd 

Ditetapkan di Purworejo 
pada tanggal 23 Juli 2014 

BUPATI PURWOREJO, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerint:ahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Oaerah 
Kabupaten Purworejo. 

Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 26 

KETENTUAN PENUTUP 

BABX 

 


